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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang diuraikan, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan eks pengungsi Timor-
Timur yang berdomisili di Kabupaten Belu seluruhnya telah menjadi Warga
Negara Indonesia.

1. Pada dasarnya warga eks pengungsi Timor-Timur yang berdomisili di wilayah
Indonesia khususnya di Kabupaten Belu telah menjadi Warga Negara
Indonesia tetapi menurut Uni  Timor Aswain (UNTAS) status
kewarganegaraan warga eks pengungsi Timor-Timur secara nasional adalah
WNI sedangakan dunia Internasional berpendapat bahwa  warga eks
pengungsi Timor-Timor adalah warga negara Republik Demokratik Timor
Leste dengan kata lain mereka bukan Warga Negara Indonesia walaupun
berdomisili di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan status kewarganegaraan ini
dapat berpengaruh terhadap perlindungan dunia Internasonal terhadap
individu dalam hal ini warga eks pengungsi Timor-Timur. Tetapi
perlindungan individu bagi yang tidak berkewarganegaran atau yang status
kewarganegaraanya tidak jelas secara internasional tetap dijamin, hal ini
terdapat dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 dan Konvensi tentang
Pengurangan Ketiadakewarganegaraan di New York tahun 1961. Selain itu
Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pelarian dan Konvensi New York

tahun 1954 tentang status orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.
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2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam menangani warga
eks pengungsi Timor-Timur misalnya dengan mengeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 25 tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi
Timor-Timur yang berdasarkan pendataan ini diberikanlah bantuan sosial
kepada warga eks pengungsi Timor-Timur oleh masing-masing instansi
sehingga dengan diberikan bantuan-bantuan sosial tersebut, pemerintah
Indonesia mengakui bahwa masyarakat eks pengungsi Timor-Timur sebagai

Warga Negara Indonesia.

B. Saran

Permasalahan status kewarganegaraan suatu individu baik sebagai subjek
hukum innternasional maupun hukum internasional merupakan masalah yang
cukup serius karena berkaitan dengan Hak Asasi seseorang, oleh karena itu baik
negara maupun dunia Internasional wajib untuk melindungi setiap individu.

Dalam penanganan warga eks pengungsi Timor-Timur, Pemerintah
Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Timor Leste dan UNHCR telah
melakukan berbagai hal sebagai bentuk pertanggung jawaban negara terhadap
individu. Berkaitan dengan penanganan pengungsi, pemerintah Indonesia
sebaiknya meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967
tentang Status Pengungsi dan segera mengeluarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur mengenai penanganan pengungsi sebagai payung

hukum agar penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan lebih baik dan
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mempunyai aturan hukum yang jelas, karena selama ini penanganan pengungsi
dilakukan oleh masing-masing instansi dengan aturannya masing-masing.

Bagi pemerintah dalam hal ini TNI dan petugas Imigrasi Kabupaten Belu
sebagai aparat yang menjaga kawasan perbatasan agar supaya penjagaan lebih
diperketat lagi sehingga tidak ada lagi warga baik eks pengungsi Timor-Timur

maupun bukan eks pengungsi Timor-Timur yang keluar masuk secara ilegal.
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